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UNIVERSITAS TARUMANAGARA

FAKULTAS EKONOMI
JAKARTA

TAX REVIEW ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TAHUN
2023 PADA PT XYZ

Abstrak : Tujuan penelitian ini yaitu guna memahami tax review pada PT XYZ
atas perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Metode
analisis data yang dipakai yaitu analisis deskriptif melalui pendekatan kualitatif.
Jenis data yang dipakai adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Penelitian ini
memakai sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa PT XYZ telah menerapkan perhitungan yang tepat. Namun, masih
ditemukan keterlambatan dalam pelaporan SPT Masa PPN yang dilaksanakan
oleh PT XYZ. Maka dari itu, PT XYZ dikenakan sanksi administrasi atas

keterlambatan pelaporan dan termasuk ke kategori perusahaan under comply.
Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Tax Review, Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract: The reason of this research is to understand the tax review at PT XYZ
for the calculation, deposit, and reporting of Value Added Tax. The data analysis
method used is descriptive analysis through a qualitative approach. The types of
data used are qualitative data and quantitative data. This study uses primary and
secondary data sources. The outcome of this research designate that PT XYZ
already made the right calculations. Nevertheless,, there are still overdue in
reporting the VAT Periodic Tax Returns carried out by PT XYZ. Therefore, PT
XYZ is subject to administrative sanctions for late reporting and is included in the

category of under-comply companies.

Keywords : Value Added Tax, Tax Review, Tax Compliance
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BABI
PENDAHULUAN

A. Permasalahan

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan populasi terbesar ke-
empat di dunia. Negara dengan populasi yang besar tentu memerlukan
sumber dana yang memadai untuk mewujudkan pembangunan nasional
maupun penyediaan layanan umum dalam aspek pendidikan, kesehatan,
keamanan, sarana dan prasarana, dan kesejahteraan sosial untuk
masyarakatnya. Pajak yang diperoleh oleh negara dapat menjadi sumber
dana terbesar untuk mewujudkan pembangunan nasional dan penyediaan
layanan umum tersebut. Dengan demikian, pajak berperan sangat krusial
dalam membantu melaksanakan fungsi-fungsi negara guna mewujudkan
kesejahteraan masyarakat, mewujudkan stabilitas fiskal, dan peningkatan
pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Berdasarkan atas UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan, tercantum bahwa pajak merupakan sebuah tanggung jawab
individu ataupun lembaga yang bersifat memaksa, yang wajib dibayar
kepada negara. Meskipun pajak bersifat memaksa, Indonesia memiliki
sistem perpajakan berupa self assessment system yang memberikan
wewenang atas perhitungan dan pelaporan pajak terhadap wajib pajak
secara mandiri. Perhitungan pajak dalam konteks self assessment system
harus mencerminkan kondisi keuangan yang tepat dan akurat untuk
menghindari pemeriksaan lebih lanjut. Apabila terdapat kesalahan maupun
penyimpangan dari perhitungan tersebut yang muncul dari kesalahan
manusia (human error) maka wajib pajak akan diberikan sanksi
administratif. Di sisi lain, kesalahan perhitungan pajak yang terjadi karena

kesengajaan oleh wajib pajak akan diberikan sanksi pidana. Dengan



demikian, maka sangat penting bagi suatu perusahaan untuk meminimalisir
kesalahan dalam perhitungan pajak dengan self assessment system. Satu
bentuk usaha yang dapat diterapkan guna meminimalisir terjadinya
kesalahan ataupun penyimpangan dari perhitungan pajak secara mandiri
adalah dengan menerapkan tax review.

Menurut Vilios (2018), pengertian tax review adalah serangkaian proses
untuk melakukan pemeriksaan dan peninjauan lebih lanjut terkait setiap
transaksi yang terutang serta menganalisis setiap transaksi yang dapat
memunculkan potensi pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah
ditetapkan. Pelaksanaan fax review bertujuan untuk memastikan keakuratan
dari perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak agar sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang relevan. Tax review juga dapat
mengidentifikasi adanya potensi pajak tersembunyi dari kegiatan perpajakan
perusahaan dan mengidentifikasi tingkatan perusahaan dalam menerapkan
perpajakan berdasarkan atas peraturan perpajakan yang ditetapkan negara.
Tingkatan perusahaan tersebut meliputi full comply (kebenaran dan
keakuratan kegiatan pajak yang dilakukan perusahaan), under comply
(masih terjadi kesalahan atau kekurangan dalam kegiatan pajak yang
dilakukan perusahaan), dan over comply (penerapan perpajakan yang
dilakukan secara berlebihan oleh perusahaan). Apabila sebuah perusahaan
berada dalam tingkatan wunder comply, maka perusahaan tersebut akan
mendapatkan sanksi seperti denda dan sanksi pidana yang merugikan
perusahaan. Di sisi lain, perusahaan yang berada dalam tingkatan over
comply juga dapat mengalami kerugian karena secara tidak langsung
perusahaan tersebut telah mengalokasikan dana mereka kepada hal-hal yang
tidak diperlukan.

Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diungkapkan oleh
Waluyo (2019) merupakan pembebanan pajak terhadap individu atau badan
atas penggunaan barang atau jasa dalam negeri pada daerah pabean. PPN
dibebankan secara tidak langsung kepada pengusaha dalam perdagangan

barang barang dan jasa, dimana PPN dibebankan kepada nilai tambah dari



Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Nilai tambah
tersebut berasal dari aktivitas ekonomi yang meliputi kegiatan jual beli,
sewa-menyewa, penyediaan barang atau jasa, dan lain sebagainya.
Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) harus dilakukan oleh Pengusaha
Kena Pajak (PKP) yakni pengusaha dengan omzet tahunan melebihi 4,8
Miliar pada setahun buku. Sementara itu, pengusaha yang memiliki omzet
kurang dari batas tersebut tidak diwajibkan untuk melakukan pemungutan
PPN. PKP bertanggung jawab menghitung PPN dengan cara mengurangi
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dari Pajak Keluaran dalam sebuah
masa pajak. Apabila jumlah Pajak Keluaran melebihi Pajak Masukan, maka
PKP berkewajiban untuk membayar kepada Kas Negara. Sementara itu, jika
Pajak Masukan melebihi jumlah Pajak Keluaran, PKP berhak
mengkompensasikannya dalam Masa Pajak selanjutnya.

Indonesia memberlakukan tarif PPN sebanyak 10%, namun terjadi
perubahan kebijakan terkait tarif pajak tersebut pada 1 April 2022, dimana
sesuai UU No 7 Tahun 2021, tercantum tarif PPN di Indonesia meningkat
menjadi 11%. Terjadinya peningkatan terhadap tarif pajak tersebut
merupakan sebuah upaya yang diterapkan oleh pemerintah dengan tujuan
memperkuat stabilitas fiskal sekaligus meningkatkan penerimaan negara.
Kebijakan terkait peningkatan tarif pajak tersebut dinilai membebani para
pengusaha karena dapat mengancam stabilitas ekonomi wusaha dan
memberikan tekanan lebih dalam berbagai tantangan ekonomi selama
kegiatan operasional perusahaan yang dapat memengaruhi daya saing dan
kelangsungan usaha mereka. Di sisi lain, adanya penyesuaian kebijakan
perpajakan dari tahun ke tahun juga menjadi kendala bagi para pengusaha
karena dianggap kompleks sehingga mengalami kesulitan dalam mematuhi
segala ketentuan perpajakan yang berlaku. Kondisi tersebut menyebabkan
penerapan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam dunia nyata
tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga banyak

terjadi kasus pelanggaran Pajak Pertambahan Nilai dalam dunia usaha.



PT XYZ berdiri pada tahun 2007 di Sinabang, Aceh sebagai Perusahaan
komanditer namun setelah membangun pabrik di Pontianak, Kalimantan
Barat Perusahaan tersebut menjadi PT pada tahun 2014, perusahaan ini
bertujuan untuk menghasilkan Produk-produk Kelapa Berkualitas Tinggi
bagi masyarakat seperti : Tepung kelapa, Bungkil, Kopra, Minyak Kelapa
Mentah dan Arang yang berasal dari Batok Kelapa. Sejak tahun 2016 PT
XYZ sudah diputuskan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga
segala penjualan oleh PT XYZ dibebankan PPN. Berdasarkan asas self
assessment, PT XYZ berkewajiban menerbitkan Faktur Pajak pada semua
pembelian yang terjadi, selanjutnya menghitung, menyetor dan melaporkan
SPT Masa PPN setiap bulannya.

Dengan adanya fenomena yang sudah dijelaskan, perlu adanya
penelitian guna memastikan ketepatan PT XYZ dalam menghitung,
menyetor, dan melaporkan PPN, sehingga penulis memiliki ketertarikan
yang sangat tinggi untuk mengkaji lebih lanjut terkait fenomena tersebut
melalui  skripsi dengan judul “7TAX REVIEW ATAS PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI TAHUN 2023 PADA PT XYZ.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, beberapa masalah yang teridentifikasi
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pemenuhan kewajiban
perpajakan Perusahaan apakah memenuhi tingkatan full comply (kebenaran
dan keakuratan kegiatan pajak yang dilakukan perusahaan), under comply
(masih terjadi kesalahan atau kekurangan dalam kegiatan pajak yang
dilakukan perusahaan), dan/atau over comply (penerapan perpajakan yang
dilakukan secara berlebihan oleh perusahaan). Apabila sebuah perusahaan
berada dalam tingkatan under comply, maka perusahaan tersebut akan
mendapatkan sanksi seperti denda dan sanksi pidana yang merugikan
perusahaan. Di sisi lain, perusahaan yang berada dalam tingkatan over

comply juga dapat mengalami kerugian karena secara tidak langsung



perusahaan tersebut telah mengalokasikan dana mereka kepada hal-hal yang

tidak diperlukan.

3. Batasan Masalah

Sesuai identifikasi masalah, diperlukan batasan masalah untuk

memperkuat fokus penelitian untuk efisiensi pemecahan masalah, yaitu:

1))

2)

3)

4)

Penelitian ini hanya membahas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang
berkaitan dengan kewajiban perhitungan, penyetoran, dan pelaporan
PPN di PT XYZ. Aspek pajak lain seperti Pajak Penghasilan (PPh)
dan pajak daerah tidak dibahas dalam penelitian ini.

Analisis dilakukan pada data perpajakan PT XYZ dari 1 Januari
2023 sampai dengan 31 Desember 2023, sehingga hasil penelitian ini
terbatas pada periode tersebut dan tidak mencakup tahun-tahun
sebelumnya atau setelahnya.

Penelitian ini difokuskan pada perhitungan, penyetoran, dan
pelaporan serta pelaporan atas PPN PT XYZ sebagai Pengusaha
Kena Pajak (PKP), tanpa membahas strategi bisnis atau operasional
lainnya yang tidak terkait langsung dengan aspek PPN.

Pengunaan data pada penelitian ini berasal dari faktur pajak, dan
dokumen perpajakan lainnya yang relevan dan diberikan oleh PT
XYZ. Penelitian tidak akan mencakup data di luar informasi yang

disediakan oleh perusahaan.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah

yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1))

Apakah PT XYZ telah melaksanakan kewajiban Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) berdasarkan atas peraturan perpajakan yang dianut di

Indonesia?



2) Apa saja kendala atau kelemahan dalam perhitungan, penyetoran,

dan pelaporan PPN pada PT XYZ yang berpotensi menimbulkan

risiko sanksi atau denda dari otoritas pajak?

B. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan penelitian ini diantaranya :

1) Bertujuan mengetahui penerapan PPN pada PT XYZ.
2) Bertujuan mengetahui perhitungan, penyetoran, dan pelaporan
PPN pada PT XYZ.
2. Manfaat

Penelitian ini memberikan beberapa manfaat seperti :

1)

2)

3)

4)

Bagi Penulis

Menjadi sarana memperluas ilmu dan wawasan terkait
Pajak Pertambahan Nilai, khususnya mengenai Tax Review atas
Pajak Pertambahan Nilai.
Bagi Pembaca

Diharapkan bermanfaat untuk kajian bacaan dan referensi
penelitian berikutnya yang sejenis .
Bagi Perusahaan

Diharapkan bermanfaat sebagai saran yang membantu
perusahaan memperbaiki berbagai sisi negatif yang ditemukan.
Bagi Akademis

Diharapkan berguna untuk referensi penelitian selanjutnya

guna memperluas wawasan akademis pajak mengenai PPN.
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